
PERATT'RAIT BT'PATI LOMBOK ITTARA
NOMOR 13 TATIUI{ 2O2O

TENTANG

TATA CARA PETBERIAIT GAJI ATAU PET{GIIASILAX KEf,IGA BELAS
YAITG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATA.IT DAN BELIINJA DATRAH

DENGAN RAHMAT TT'IIAN YANG MATIA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O2O tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, T\rnjangan, Atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Gaji Atau
Penghasilan Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan t embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten l,ombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234]r sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor lA7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O2O tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2O2O Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri
Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Trrnjangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
654s);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten l,ombok Utara (kmbaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2O16 Nomor
15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten lombok
Utara Nomor 62);

lO. Peraturan Bupati lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah
Kabupaten lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten
lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 38 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

TATA CARA PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

Menetapkan:



Pasal I

P"t"T Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.2. Pemerintah Daerah adarah pemerintah Daerah Kabupa.ten Lombok utara.3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.4' feqawai Negeri sipil yang. selanjutnya disingkat pNS adalah warga negarurIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, d-iangkat *u"gJ ap.rlur Sipil
f{9sa.a secara tetap oreh pejabat pembina Kepelawaian rintuti menauautijabatan pemerintahan.

5' organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat opD adalah
_ Organisasi perangkat Daerah ai fabupaten fomUot Utaral6- surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah dokurnenyang digunakan untuk mengajukan permintaan pe-bayaran.
7 ' surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat spr,a 

"arr"r, 
dokumenyang diterbitkan oleh .{ngguna Anggaran/Kriasa e""gg""" Lggrr."(PAIKPA) atau pejabat lain yang ditu{uk untuk mencaFkan dana yang

bersumber dari Dokumen pelaksaaaan nr,ggr- (DpA) atau dokumen lainyang dipersamakan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
PEMBERIAN GA.JI ATAU PENGHASILAN KENGA BELAS

Bagran Kesatu
Umum
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Pembayaran tangsung yang selanj-utnya disingkat IS adatah pembayaran
Langsung kepa.da bendahara pengeluaran/p..r"?- hak lainnya 

"t"-"--a""",rdanjian keq'a, surat tugas, dan/atau surat perintah teda rainnja -"i"r"rpenerbitan surat perintah membayar langsung.
Surat Perintah Pencairan Dana yang 

"et"rrJutrrya 
disingkat Sp2D adalahsurat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan pengllohan xeuanganDan Aset Daerah selaku Elendahara u-mum Daerah ,it trt p"rrt""o"r,

pengeluaran atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja oJ"J lereoyberdasarkan SPM.

Pasal 2

Gaji atau PenghasiLan ketiga belas tahun 2o2odiberikan kepa.da :a. PNS;
Calon PNS;

lenerima gaji terusan dad pNS yang- meninggal dunia, tewas, atau gugur; danPenerima gaji dari pNS yang dinyatakan hilang.

pasal 3

b.
c.
d.

Gaji atau Penghasilan ketiga belas tahun 2o2o tidak diberikan kepada:a- Bupati dan Wakil Bupati;
b. Ketua, Wakil Ketua darr Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah;g. INS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dand. PNS yang sedang ditugaskan di luar ins?nsi peme-rintah baik di dalammaupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh in-stansi t".rrp"ip".r.,g"orr.



Pasal 4

(1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

(21 Dalam hal penglrasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Gaji atau Penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

G4ji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1|
diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

G4ji atau Penghasilan kgfiga belas sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 4 ayat (ll,
diberikan bagi calon PNS, paliag banyak meliputi:
a. $U/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberikan lagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau
gugur dan penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c dan huruf d, yaitu sebesar penghasilan
1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan .rnggarannya dibebankan pada
organisasi perangkat daerah tempat PNS beke{a.

Pasal 8

(U Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (l) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undalgan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Terhadap Gaji atau Penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang hrlaku.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 10

Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
Dalam hal Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada
bulan-bulan berikutnya.

(1)

12)



Pasal 11

Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 12

(1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l1 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat
penanda tangan SPM ke rekening penerima.

(21 Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung Gaji atau
Penghasilan ketiga belas kepada PPKD.

(3) SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan jenis SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas, untuk
pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau
tunjangan umum.

(4) SPM Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk digunakan untuk
pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau Penghasilan
ketiga belas.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami
mutasi pindah agar dicantumkan keterangan Pembayaran Gaji atau Penghasilan
ketiga belas yang telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM,
dan SP2D Gaji atau Penghasilan ketiga belas dilakukan sesuai mekanisme
PenqAiuan LS untuk pembayaran Gqii dan Tunjangan dalam Lampiran
Peraturan Bupati L,ombok Utara Nomor 38 tahun 2019 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan tentang telatis
pemberial gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati l,ombok Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian G4ii Atau
Tunjangan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten tombok
Utara Tahun 2Ol9 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

BAB V
PENUTUP

Pasal 16



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten tpmbok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal l0 Agustus 2020

lisuemr

),.

LOMBOK

NAJMUL AKI{YAR
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Agustus 2020

PEI{JABAT SEKRITARIS DAERAH
KABUPATEN I,OMBOK UTARA,

F--r4
H. R. NI'RJATI

BERITA DAERAH I(ABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 13


